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Abstract 

 The Child Identity Card (KIA) is the government's latest initiative aimed at improving population 

services by enhancing the administration of civil registration, particularly for children under 17 years old who do 

not yet possess a national population identity. This research aims to evaluate the implementation of population 

administration, specifically concerning KIA, in the Department of Population and Civil Registration of Karimun 

Regency. The methods utilized include descriptive and quantitative approaches, employing data collection 

techniques such as questionnaires, observations, interviews, and documentation. The findings indicate that the 

implementation of KIA is not yet optimal due to various inhibiting factors, including effectiveness, efficiency, 

sufficiency, distribution, responsiveness, and timeliness. This evaluation is crucial in aiding the government to 

improve population services and ensure better fulfillment of children's constitutional rights in the future. 
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Abstrak 

 Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan inisiatif terbaru pemerintah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kependudukan dengan memperbaiki tata kelola administrasi kependudukan, 

terutama untuk anak-anak di bawah 17 tahun yang belum memiliki identitas penduduk secara nasional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi administrasi kependudukan, khususnya 

terkait dengan KIA, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun. Metode yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi KIA belum optimal karena masih banyak faktor yang menghambat, baik dalam hal 

efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, maupun ketepatan waktu. Evaluasi ini 

penting untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan 

memastikan pemenuhan hak konstitusional anak-anak secara lebih baik di masa mendatang.  

Kata Kunci : Evaluasi,  Adminsitrasi, Kartu Identitas Anak 
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Pendahuluan 

Kartu Identitas Anak merupakan inisiatif terbaru dalam bidang kependudukan yang 

diterapkan oleh pemerintah di sejumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia mulai tahun 2016. 

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kependudukan dengan menerbitkan 

dokumen identitas sebagai bagian dari proses pencatatan sipil. 

Kartu Identitas Anak merupakan program yang diberikan sebagai wujud komitmen 

otoritas publik untuk memberikan karakter masyarakat kepada seluruh masyarakatnya yang 

sah secara luas untuk memberdayakan perluasan jangkauan informasi bagi anak, keamanan 

dan administrasi publik untuk memahami kebebasan terbaik, khususnya bagi anak, Jadi 

penting untuk memberikan karakter masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Dengan 

memberikan karakter kepada anak melalui Kartu Identitas Anak akan memberdayakan 

jangkauan informasi yang lebih luas, perlindungan dan pelayanan publik untuk memberikan 

yang terbaik bagi setiap anak Indonesia. 

Inti dari pemberian Kartu Identitas Anak ini adalah inisiatif yang didukung oleh wajib 

pajak untuk mengupayakan keberhasilan administrasi kerangka organisasi kependudukan 

dan bagaimana informasi tentang jumlah anak dapat disegarkan dengan tepat. Selain itu, 

pedoman ini juga diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan 

karakter masyarakat kepada setiap penduduknya yang sah secara luas. Wali dapat 

mengajukan permohonan untuk memberikan Kartu Identitas Anak kepada anaknya 

sehubungan dengan pengumpulan informasi, asuransi dan administrasi publik untuk 

mengetahui keistimewaan terbaik bagi anak itu sendiri. 

Manfaat dari program Kartu Identitas Anak adalah memberikan bukti yang jelas 

tentang identitas anak-anak berusia 0 hingga 17 tahun kurang satu hari. Selain itu, KIA dapat 

digunakan sebagai syarat pendaftaran sekolah, untuk keperluan pembuatan KTP dan 

pelaporan migrasi, serta untuk mengurus klaim santunan bagi pemegang KIA. KIA juga 

membantu mencegah penyalahgunaan anak, memberikan diskon pada kegiatan bermain dan 

pembelian buku, serta untuk berbagai tujuan lain yang memerlukan verifikasi identitas anak. 

Dengan  adanya kewajiban bagi setiap anak untuk memiliki KIA selain wujud dari 

perlindungan hak atas identitas juga merupakan bagian berkesinambungan bagi Pemerintah 

untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional 

sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

Pelaksanaan Kartu Identitas Anak dilakukan di setiap Provinsi di Indonesia, yang 

berjumlah 34 Provinsi. Ini berarti bahwa semua Provinsi di Indonesia diharuskan untuk 

melaksanakan program Kartu Identitas Anak, dengan penetapan Kabupaten dan Kota 

pelaksanaan berdasarkan pertimbangan dari pemerintah daerah yang berlaku. Contohnya, di 

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tepatnya di Kabupaten Karimun, program ini telah 

diterapkan sejak sekitar tahun 2017. 

Dalam menjalankan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Karimun Berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu melalui Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Berikut SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Kabupaten Karimun dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Untuk melihat bagaimana 

proses nya berikut saya sajikan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Karimun. 

 

 

Tinjauan Pustaka 

 Pada tingkat dasar, penilaian adalah salah satu siklus tingkat dalam strategi terbuka, 

penilaian adalah metode survei terlepas dari apakah suatu pengaturan atau pelaksanaan 

berjalan dengan baik. Penilaian adalah evaluasi, pemberian angka dan penilaian, kata-kata 

yang mengungkapkan upaya membedah strategi menghasilkan satuan-satuan nilai yang 

signifikan dalam arti yang lebih jelas, penilaian menyangkut pengembangan data berkenaan 

dengan nilai informasi manfaat hasil strategi. . 

 Evaluasi adalah gerakan yang mensurvei hasil yang diperoleh selama latihan 

pengecekan terus menerus. Lebih dari itu, Evaluasi juga mengevaluasi outcome atau hal-hal 

yang telah dicapai dari suatu perkembangan pelaksanaan sebagai dasar pengambilan 

kesimpulan mengenai tingkat kemajuan yang telah dicapai dan kegiatan lanjutan yang 

diperlukan. 

 Evaluasi adalah penilaian yang objektif dan sistematis terhadap suatu intervensi yang 

sedang direncanakan, sedang berlangsung, atau sudah diselesaikan. Hal-hal yang harus 

dinilai meliputi proyek, implementasi, kebijakan, organisasi, sektor, tema, dan bantuan negara 

(Mukarom dan Lasana, 2016). 

1. Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

a. Evaluasi efek suatu implementasi atau kebijakan pada kehidupan masyarakat melalui 

perbandingan kondisi sebelum dan setelah implementasi dilakukan, memerlukan 

pendekatan metodologi penelitian. Sementara itu, membandingkan efek dengan tujuan 

mengharuskan penggunaan kriteria untuk menilai keberhasilan. 

b. Mendapatkan informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta mengevaluasi 

kesesuaian dan perubahan implementasi dengan rencana yang ada. 

c. Memberikan umpan balik kepada manajemen untuk perbaikan atau penyempurnaan 

implementasi kebijakan. 

d. Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk pengambilan keputusan 

lanjutan tentang implementasi di masa mendatang, sebagai bagian dari 

pertanggungjawaban publik atau untuk memenuhi akuntabilitas (Mukarom dan Laksana, 

2016). 

Fungsi evaluasi adalah untuk memastikan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, sebuah studi 

evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut dengan cara berikut: 

a. Memberikan penjelasan yang logis tentang realitas pelaksanaan implementasi atau 

kebijakan, termasuk kausalitas atau sebab akibatnya. 

b. Menilai kepatuhan dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan dan standar serta 

prosedur yang telah ditetapkan. 
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c. Melakukan audit untuk menilai apakah output kebijakan mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Meneliti apakah ada kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan 

anggaran, serta apakah ada penyimpangan dari tujuan implementasi dan pelaksanaannya. 

d. Melakukan akuntansi untuk mengukur dampak sosial-ekonomi dari kebijakan. Ini 

termasuk mengevaluasi sejauh mana implementasi yang dimaksud dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, apakah dampak yang timbul sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, dan apakah ada dampak yang tidak diinginkan. 

2. Ruang Lingkup Evaluasi Implementasi 

Menurut Azwar, evaluasi dapat dibagi menjadi tiga kelompok: 

a. Evaluasi input berfokus pada penggunaan berbagai sumber daya, termasuk dana, tenaga 

kerja, dan fasilitas yang tersedia. 

b. Evaluasi proses menekankan pada pelaksanaan implementasi, menilai apakah sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, 

hingga pelaksanaan. 

c. Evaluasi output dilakukan setelah implementasi selesai (evaluasi formatif) dengan tujuan 

mengukur hasil yang dihasilkan dan dampak yang terjadi. 

3.Indikator Evaluasi Kebijakan 

William Dunn (dalam Novan, 2020) mengatakan bahwa untuk mengevaluasi keberhasilan 

suatu kebijakan, perlu menentukan beberapa indikator, yang meliputi: 

1. Efektivitas 

 Efektivitas adalah ukuran yang sesuai dengan pencapaian target yang telah ditetapkan 

oleh tata kelola, dan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Konsep efektivitas 

berasal dari kata "efektif" yang mengacu pada pencapaian efek yang diinginkan dalam 

suatu pekerjaan. Efektivitas menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target 

yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi. Istilah efektivitas juga merujuk pada 

pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berhasil. 

2. Efisiensi 

 Efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan 

tepat dan menggunakan biaya secara efektif dengan menghasilkan yang diinginkan. 

Efisiensi harus selalu dapat diukur secara kualitatif, dan merupakan hasil dari usaha 

yang berhasil melebihi usaha yang dikeluarkan. Konsep efisiensi lebih menitikberatkan 

pada cara mencapai hasil yang diinginkan dengan membandingkan input yang 

digunakan dengan output yang dihasilkan. 

3. Kecukupan 

 Kecukupan digunakan untuk mengevaluasi apakah hasil yang dicapai sesuai dengan 

harapan yang diinginkan. Hal ini juga mengacu pada pencapaian tujuan yang dianggap 

memadai dalam berbagai aspek. Kecukupan terkait dengan sejauh mana tingkat 

efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang mungkin timbul 

sebagai masalah. 

4. Responsivitas 
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 Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, 

preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Indikator ini 

memiliki pentingnya karena meskipun keefektifan, efisiensi, kecukupan, dan kesetaraan 

telah dipenuhi, namun jika kebijakan tidak merespons kebutuhan aktual dari kelompok 

yang seharusnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut, maka analisis tersebut belum 

lengkap. 

5. Pemerataan 

 Pemerataan adalah indikator yang terkait dengan kesesuaian secara legal dan sosial serta 

mengevaluasi distribusi efek dan upaya antara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana manfaat yang diberikan oleh kebijakan 

tersebar dengan merata di antara kelompok sasaran. 

6. Ketepatan 

 Ketepatan adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil atau 

tujuan yang diinginkan benar-benar bermanfaat atau bernilai. Indikator ini digunakan 

untuk menilai sejumlah alternatif dan menentukan apakah hasil dari alternatif yang 

direkomendasikan tersebut layak dipilih sebagai tujuan yang tepat. 

7. Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik 

 Secara umum, evaluasi kebijakan memiliki beragam variasi tergantung pada tujuan dan 

tingkat yang ingin dicapai. Dilihat dari segi waktu evaluasi, terdapat dua jenis, yaitu 

evaluasi kebijakan preventif dan evaluasi kebijakan sumatif. Implementasi dimulai pada 

tahap penyusunan implementasi kebijakan. 

Metode 

 Tipe penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif, karena peneliti 

berupaya memperoleh informasi yang akurat mengenai subjek penelitian dan hasil 

analisisnya. Fokus penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang realistis tentang 

Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kasus: Kartu Identitas Anak di Kecamatan 

Tebing). 

 Metode yang dipilih untuk penyelenggaraan penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Keputusan ini didasarkan pada metodologi kuantitatif yang, menurut Sugiyono 

(2017), merujuk pada penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini 

digunakan untuk menyelidiki populasi dan sampel tertentu dengan pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat kuantitatif. 

Hasil dan Pembahasan 

Tanggapan Responden Masyarakat yang Sudah Mengurus Kartu Identitas Anak 

mengenai Indikator Efektivitas 

NO 
Item 

Pertanyaan 

Kategori Penilaian Jumlah 

T CT KT 
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1. 

Tujuan 

atau Sasaran 

yang telah 

ditentukan 

sebelumnya  

3 

(15.00%) 

10 

(50.00%) 

7 

(35.00%) 

20 

(100%) 

2. 

Hasil 

yang 

diinginkan 

tercapai 

2 

(10.00%) 

6 

(30,00%) 

12 

(60,00%) 

20 

(100%) 

Jumlah 5 16 19 40 

Rata-Rata 
2,5 

(12,50%) 

8 

(40,00%) 

9,5 

(47,50%) 

20 

(100%) 

Skor 15 32 19 66 

Persentase 55,00% 

Kategori Cukup Terlaksana 

Sumber : data olahan penulis, 2023 

Berdasarkan observasi peneliti, Mayoritas responden menyatakan bahwa program ini cukup 

terlaksana dengan baik, sejalan dengan tanggapan Kepala Disdukcapil yang menyatakan 

bahwa program ini masih jauh dari kata tercapai. 

       Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan 

partisipasi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak. Evaluasi lebih lanjut terhadap 

pelaksanaan program diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang perlu 

ditangani 

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak 

berdasarkan indikator Efisiensi 

NO Item 

Pertanyaan 

KATEGORI PENILAIAN Jumlah 

T CT KT 

1. 

Ketepatan 

dalam 

penggunaan 

anggaran 

14 

(70,00%) 

4 

(20,00%) 

2 

(10,00%) 

20 

(100%) 

2. 

Waktu yang 

diperlukan dalam 

proses penerbitan 

Kartu Identitas 

Anak 

13 

(65,00%) 

6 

(30,00% 

) 

 1 

(5,00%) 

20 

(100%) 
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Jumlah 27 10 3 40 

Rata-Rata 

 

13,5 

(67,50%) 

5 

(25,00%) 

1,5 

(7,50%) 

20 

(100%) 

Jumlah Skor 81 20 3 104 

Persentase 86,67% 

Kategori Terlaksana 

        Sumber :data olahan penulis 2024 

berdasarkan tanggapan terbanyak dari responden masyarakat yang telah mengurus Kartu 

Identitas Anak pada indikator efisiensi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

(86,67%) menilai bahwa aspek efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut sudah 

terlaksana dengan baik. Meskipun terdapat kendala teknis atau logistik, hal ini 

menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil dalam meningkatkan 

efisiensi layanan telah memberikan hasil yang positif, meskipun masih ada ruang untuk 

peningkatan lebih lanjut. 

 

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak 

berdasarkan indikator Kecukupan 

 

NO Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT KT 

1. 

Ketersediaan informasi 

yang memadai bagi 

masyarakat terkait proses 

penerbitan KIA 

1 

(5,00%) 

2 

(35,00%) 

17 

(60,00%) 

20 

(100%) 

2. 

Seberapa jauh tingkat 

efektifitas memuaskan 

kebutuhan 

 

- 

 

4 

(40,00% ) 

 16 

(60,00%) 

20 

(100%) 

Jumlah 1 6 33 40 

Rata-Rata 

 

1 

(5,00%) 

7 

(35,00%) 

12 

(60,00%) 

20 

(100%) 

Jumlah Skor 3 18 33 54 

Persentase 45,00% 

Kategori Cukup Terlaksana 

Sumber :data olahan penulis 2024 

 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, 

keterlambatan dalam pelaksanaannya akibat dari situasi pandemi menyebabkan 

penyebarluasan informasi tentang KIA menjadi tertunda. Hal ini mungkin mempengaruhi 

persepsi dan partisipasi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak. Sebagai 

hasilnya, mayoritas responden masyarakat yang telah mengurus KIA menilai bahwa 
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kecukupan pelaksanaan program ini terbilang cukup terlaksana, dengan persentase sebesar 

45,00%. 

 

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak 

berdasarkan indikator Pemerataan 

 

NO Item pertanyaan KATEGORI PENILAIAN Jumlah 

T CT KT 

1. 

Mengukur kebijakan 

secara merata untuk 

masyarakat 

1 

(5,00%) 

13 

(65,00%) 

6 

(30,00%) 

20 

(100%) 

2. 

Keadilan pelaksanaan 

program 

 

3 

(15,00%) 

 

8 

(40,00% ) 

 9 

(45,00%) 

20 

(100%) 

Jumlah 4 21 15 40 

Rata-Rata 

 

2 

(10,00%) 

10,5 

(52,50%) 

7,5 

(37,50%) 

20 

(100%) 

Jumlah Skor 12 42 15 69 

Persentase 57,50% 

Kategori Cukup Terlaksana 

Sumber :data olahan penulis 2024 

 

 Berdasarkan hasil observasi, mayoritas responden masyarakat menilai bahwa 

indikator pemerataan dalam pengurusan KIA dinilai "Cukup Terlaksana" dengan persentase 

57,50%. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengurusan KIA yang telah disampaikan oleh 

Ibu Marni dianggap cukup mampu untuk memastikan akses yang merata bagi masyarakat 

yang memenuhi syarat. 

 

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak 

berdasarkan indikator Responsivitas 

 

NO Item Pertanyaan KATEGORI PENILAIAN Jumlah 

T CT KT 

1. 

Pelaksanaan program 

KIA dalam pemenuhan 

harapan public 

- 

 

9 

(45,00%) 

11 

(55,00%) 

20 

(100%) 

2. 

Seberapa jauh suatu 

kebijakan dapat 

memuaskan suatu 

kebutuhan atau 

kelompok masyarakat 

 

1 

(5,00%) 

 

14 

(70,00% ) 

 5 

(25,00%) 

20 

(100%) 
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Jumlah 1 23 16 40 

Rata-Rata 

 

1 

(5,00%) 

11 

(55,00%) 

8 

(40,00%) 

20 

(100%) 

Jumlah Skor 3 46 16  65 

Persentase 54,17% 

Kategori Cukup Terlaksana 

Sumber :data olahan penulis 2024 

 

 pemahaman masyarakat tentang manfaat penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) 

menjadi kendala yang perlu diatasi. Meskipun indikator pemerataan dalam pengurusan KIA 

dinilai "Cukup Terlaksana" oleh mayoritas responden, kesadaran akan manfaat KIA masih 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat belum 

cukup memadai atau mungkin belum disampaikan secara efektif. 

 

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak 

berdasarkan indikator Ketepatan 

 

NO Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT KT 

1. 

Mengukur hasil yang 

dinginkan benar benar 

berguna 

1 

(5,00%) 

 

13 

(65,00%) 

6 

(30,00%) 

20 

(100%) 

2. 

Pelaksanaan program 

KIA sesuai dengan 

rencana 

 

1 

(5,00%) 

 

9 

(45,00% ) 

 10 

(50,00%) 

20 

(100%) 

Jumlah 2 22 16 40 

Rata-Rata 

 

1 

(5,00%) 

11 

(55,00%) 

8 

(40,00%) 

20 

(100%) 

Jumlah Skor 6 44 16  65 

Persentase 55,00% 

Kategori Cukup Terlaksana 

Sumber :data olahan penulis 2024 

 

 Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terlihat bahwa partisipasi masyarakat 

masih cukup rendah, dikarenakan beberapa faktor seperti rendah nya kesadaran dan 

pemahaman masyarakat akan manfaat penggunaan Kartu Identitas Anak. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Karimun (Studi Kartu Identitas Anak di Kecamatan Tebing) berada pada kategori “Cukup 

Terimplementasi” dari berbagai indikator yang sudah ada namun belum terlaksana secara 
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penuh. Indikator kecukupan masih memiliki kekurangan seperti halnya alat untuk mencetak 

kartu Identitas Anak hanya ada satu unit saja,jika alat tersebut rusak atau memiliki kendala 

nantinya dapat menghambat proses penerbitan Kartu Identitas Anak. Serta yang terpenting 

masih kurangnya pemahaman dan rendahnya partisipasi masyarakat akan pentingnya 

memiliki kartu identitas anak. Butuhnya kerjasama antara pihak dinas dengan pihak sekolah 

sekolah untuk dapat bekerja sama untuk melakukan sosialisasi di sekolah sekolah untuk 

dapat membuat Kartu Identitas Anak,lalu juga pihak dinas untuk kedepannya juga harus bisa 

fleksibel dalam proses pendaftarannya,tidak harus lagi masyarakat datang ke Disdukcapil, 

agar dapat memperluas jangkauan Kartu Identitas Anak. 

      Jadi berdasarkan pada teori Evaluasi kebijakan public menurut William N Dunn mengacu 

kepada beberapa indikator dapat disimpulkan bahwa : 

1. Efektivitas 

 implementasi program Kartu Identitas Anak belum mencapai tingkat efektivitas yang 

diharapkan. Meskipun informasi terkait KIA sudah tersedia di kantor Disdukcapil, masih 

terdapat kendala dalam pemahaman dan partisipasi masyarakat. Mayoritas responden 

menyatakan bahwa program ini kurang terimplementasi dengan baik, sejalan dengan 

tanggapan Kepala Disdukcapil yang menyatakan bahwa program ini masih jauh dari kata 

tercapai. 

2. Efisiensi 

 dapat disimpulkan bahwa meskipun Disdukcapil memiliki fasilitas dan sumber daya 

manusia yang memadai, serta telah berupaya menjaga ketepatan waktu dalam pelayanan, 

terdapat kendala teknis atau logistik seperti kerusakan peralatan atau kelangkaan bahan 

mentah yang dapat mempengaruhi operasional. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan 

terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang 

diberikan oleh Disdukcapil. 

3. Kecukupan 

 dapat disimpulkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, keterlambatan dalam 

pelaksanaannya akibat dari situasi pandemi menyebabkan penyebarluasan informasi 

tentang KIA menjadi tertunda. Hal ini mungkin mempengaruhi persepsi dan partisipasi 

masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak. 

4. Pemerataan  

 Dapat disimpulkan bahwa prosedur pengurusan KIA di Kabupaten Karimun telah 

disederhanakan dan diatur agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yang memenuhi 

syarat. Adanya alternatif melalui perantara pihak lurah setempat juga menunjukkan 

upaya untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang tidak berada di Kabupaten 

Karimun namun memenuhi syarat untuk mengurus KIA. 

5. Responsivitas 

 dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat 

penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi kendala yang perlu diatasi. Meskipun 

indikator pemerataan dalam pengurusan KIA dinilai "Cukup Terlaksana" oleh mayoritas 

responden, kesadaran akan manfaat KIA masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 
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informasi yang diberikan kepada masyarakat belum cukup memadai atau mungkin belum 

disampaikan secara efektif. Dalam hal ini, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam 

memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai manfaat yang 

sebenarnya dari KIA. 

 

 

6. Ketepatan 

 Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terlihat bahwa partisipasi masyarakat 

masih cukup rendah, dikarenakan beberapa faktor seperti rendah nya kesadaran dan 

pemahaman masyarakat akan manfaat penggunaan Kartu Identitas Anak. 
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